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Abskak: Satu hal yang harus difahami adalah fu\ru:a

ketika hukum lslam "ilikatalan" sebagdi ltuhtm yang

kcjam, hnruslah dililut *ctra konryhensip mulai dai
situasi dan konilisi, sampai pada proxs Waililan yang
tlimungkinkan di saru terjadi. Dai sinilah muncal

ryrsoalan adanya lctegan4an hukum lslam dengan

HAM. Tulisan sederhana ini mmcoba ingin
mmgungkap Wndangan Islam xbagai agama tauhitl
xputar hak aztsi manusia yang akhir-al<hir ini
menjadi isu hangat tlalam berbagai perbincangan para

intelcktual. Hasil dai bacnan ini metgungkopka

kcnsep IIAM Wda dasarnya telah ada dalam konxp
Islam xjak ratusan abad yang lnlu. Hanya saja dasar

pijak dnn acuafl antaru keduanya yang berbeda. lika
HAM dalam konxp Islam bersifat teosentris, maka

konszp HAM bersilat sntroposen tris.

Kata Kunci: Shai'ah, Human Rights, larimah,
Hudud

PENDAHULUAN

Ide hak-hak azasi manusia yang timbul pada abad

ketujuh belas dan kedelapan belas Masehi, muncul sebagai

reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum fmdal di
zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau

m.rnusia yang mereka pekerjakan. Masyarakat manusia
zaman siLam terdiri dari dua lapisan besar, lapisan atas yang

' Pcnulis adalah Doeco Jurusan Tarbiyah STNN Ponorogo dan
Maheeiowa Progra.m Doktor UIN Malang.



2 Justitia lslamica, Vol.4/No. 2/Juli-Des 2007

minoritas yang mempunyai hak-hak; dan lapisan bawah
yang mayoritas yang mempunyai kewaiiban-kewajiban.

Kelompok lapisan bawah yang tidak mempunyai hak

diperlakulan dengan sewenang-wenang oleh pihak yang
berkuasa atas mereka. Mereka diperlakukan sebagai budak t-
yang dimiliki. Pemilik dapat berbuat sekehendak hatinya
terhadap apa yang dimilikinya. Derajat lapisan bawah
sebagai manusia makin lama makin hilang.

Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang ini,
timbullah gagasan supaya lapisan bawah itu diangkat
derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan

kedudukan lapisan atas. Muncullah kemudian ide
persama;rn, persaudaraan dan kebebasan yang ditonjolkan
oleh revolusi Perancis pada akhir abad kedelapan belas. FIal

ini yang menjadi salah satu dasar dan gagasan awal
timbulnya idd hak azasi manusia di dunia Barat.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang rahmatan li al-
alamin sejak awal munculnya telah juga menjunjung tinggi
hak azasi manusia. Dalam Islam, hak azasi manusia ini
terlindungi dengan adanya pemberlakuan norma-norma
dogmatis yang kemudian disebut sebagai hukum Islam.

ALan tetapi, beberapa hal dari pemberlakuan hukum Islam
dalam masyarakat itu dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Tulisan sederhana ini mencoba mengungkap
pandangan Islam sebagai agama taufud seputar hak azasi

manusia yang akhir-akhir ini menjadi isu hangat dalam

berbagai perbincangan para intelektual.

M,AKNA HUKUM ISLAM

Hukum Islam memang secara ekplisit tidak dijumpai
dalam bahasa Arab. Istilah yang ada dalam literatur
berbahasa Arab yang dapat dimaknai sebagai hukum Islam
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adalah al-shari'ah dan al-fqh.t Dua konsep ini mempunyai
pengertian dan makna yang berbeda antara satu dengan
yang lain. PerHaan pengertian dan makna dari kedua
istilah itu dapat dilihat dari definisi yang diberikan para
ulama dan ahli hukum Islam. Secara terninonologi, menurut
Shayl.'h Mahmud Shaltut shari'ah mengandung arti hukum-
hukum dan tata aturan yang Allih syari'atkan bagi hamba-
hamba-Nya untuk diikuti.2 Menurut Faruq Nabhan secara

istilah shari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'a&an
All6h kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan menurut
Manna' alQattan, shari'ah berarti segala ketmtuan Allih
yang disyari'atlan kepada hamba-hamba-Nya baik
menyangkut al- hqidah, al-fba-dah, al*khlaq rnaupun al-
mu'a1ntlth.3 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-
shai'ah itu identik dengan agama. Jadi al-shaihh ad,alah

ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya
nalar manusia. Al-Shanhh adalah wahyu Allah secara murni
yang bersilat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh
dirubah oleh siapapun kecuali oleh yang Maha Mutlak yakni
Allih itu sendiri.a

Sedangkan al-Fiqh secara termologi, menurut Abn
Zahrah adalah pengetahuan tentang hukum-huktm shara'
yang bersifat bmaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara

terperici.s Menurut al-Amidi, al-fqh beran ihnu tentang
seperangkat hukum shara' yang bersifat luru lyyah yang

I Alh. Minbair, 'Reformasi Hukum l6lam", Aula, v,ol, lll, No. 2,
194,67

, Hasbi erh-Shiddiqi, F.le.Izh llirk ra, Ielzn, cel IV, (Brnduag :
Bul.a Biat g, 1993),21

, Fethurahmeu Dirl\it, Filtzfzt ltukum Islzm, cet- t, 0akarra :
lagce,l99l),7

a lelen&r Ueoaa, Ietihcaa dea Peafieharuza ltukum klan, cc1. l,
(latata r PT Rria Gefndo Pasade, 194), 1&

t Muhamaed Abi Zehtah, agil cLFiqIa (Beirut : Dir d-Fikr, 1958),
a6

3
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clidapatkan melalui penalaran d,an istidlal.a Dari definisi
tersebut, al-fqh berurli daya upaya manusia dalam
memahami dan menginterprestasikan ajaran wahyu Allih
atau hukum Shara' yang terdapat di dalam AlQur'an.
Karena al-fqh hanya merupakan interprestasi dan
pemahaman yang bersilat ztnni, maka kebenarannya bersifat
relalil. Al-fqh sangat terikat oleh situasi dan kondisi yang
nrelingkupinya. sehingga al-fqh xnantiasa berubah seiring
dengan berubahnya waktu dan tempat.

Dengan demikia^ kata hukufi Iskm merupakan istilah
khas Indonesia yang agaknya diterjemahlan secara harfiyah
dari term lslamic l-aw dari literature Barat. Adapun definisi
dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat
yang berbeda dikalangan para ularna dan ahli hukum Islam

di lndonesia. Flasbi memberikan definisi hukum Islam
dengan "koleLi daya upaya fuqota-' dalam menerapkan

syari'at Islam sesuai dmgan kebutuhan masyarakat".T

Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati
kepada makna al-7iqh.

Sementara itu Syarifuddin memberikan penjelasan

bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam,
maka berarti "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan sunruh Rasul tentang tingkah laku manusia

mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan meningkat
untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana

dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang
berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum menurut definisi

d-H.Lbi, 1967), 8
1 H..bi, F*rL411



ini mencangkup al-shaibh dan al-fqh, karena arti shara'dan

lqh terkandung didalamnya.a

Perbedaan definisi hukum Islam yang telah
dikemukakan oleh kedua ahli hukum Islam diatas,
sesungguhnya dapat difahami bahwa perbedaan itu hanya
terletak pada cakupan yang dilingkupinya. Pendapat yang
p€rtama membatasi pengertian hukum Islam hanya pada
makta al-fqh. Sedangkan pendapat yang kedua, hukum
Islam dimaksudkan pada mal<ll'a shai'ah dan kadang kala
bisa juga digunakan untuk makna cl-y'qk.

HAM: ISLAM VERSUS BARAT

Atas dasar persamaa& persaudaraan dan kebebasan,

maka timbullah kebebasan-kebebasan manusia yang lain
seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama,
kebebasan mengeluarkan pendapaL kebebasan bergerak,
kebebasan dari penganiayaan dan lain sebagainya. Dari sini
pulalah timbul ide tentang hak-hak a'rsi manusia, seperti
hak hidup, hak memiliki harta, hak mengecap pendidikan,
hak berbicara. hak berfikir, hak mendapa&an pekerjaane dan
lain sebagainya.

Untuk menjarnin terlindunginya hak-hak azasi
manusia Ersebut, pada tahun 1948 PBB mengeluarkan
sebuah dokurnen penting yang biasa disebut dengan The

Uniwrsal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal
tentang hal-hak azasi manusia). Deklarasi ini pada
prhsipnya diterima oleh hampir seluruh anggota PBB -
termasuk Indonesia-, namun konsensus dunia tentang
deklarasi ini tidak berarti bahwa sifat dasar, definisi serta

0 Amir Syarifuddia, Pcmbzbaruaa Pemikina Hakvm fsbm, cec l,
(P.&rg : Angkasa Rayn 1990), 19

, H.Irtr N.6utioo, X.ta Pc[g tar, daLln Sidaey Hook er At I/ak
Azzei Meausiz dzlzn lelaa, ab. Ba&i Yatim dkk (akarra : Y.yasan Obor
ItrdoDc6ia, 1995), xi

5Munir, Ketegangan....
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lingkup hak-hak azasi yang dimaksud telah tuntas

dir;epakati.lo
Di samping itu ada beberapa masalah dasar yang

terkait dengan hak- hak azasi manusia, yang sampai saat ini
m:rsih mengganjal dan menunggu penjelasan. Antara lain
adalah kejelasan tentang sifat hak-hak azasi manusia ini ;

apakah merupakan anugerah Tuhan atau hak yang diperoleh
dari negara ataukah hak yang melekat pada diri tiap manusia
sejak ia dilahirkan sebagai ketentuan alam ? Apakah hak-hak
tersebut dapat dicabut (dikorbankan) ? Kalau dapat dicabu!
lantas siapakah yang mempunyai otoritas mencabut hak
tersebut ? Hal-hal ini terus meniadi bahan perdebatan yang

tak berujung.
Tidak dapat disangkal bahwa korsep FIAM yang

tertuang dalam Deklarasi Universal, adalah produk sebuah

masa yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang

historis, ideologis dan intelektual yang berkembang

pascap€rang dunia kedua.l1 Oleh karena itu konsep FIAM
adalah hasil ramuan budaya pasca masa pencerahan sekular

Barat yang sama sekali tidak berpiiak pada prinsip agama.

Dalam menerapkan pasal-pasal tertentu yang
menyangkut kebebasarg kelompok-kelompok agama menilai

o Saudi Arabia d.n P.kist rr y.ng kcduanye r&lah tregara mu6lih
miealnye, berbcda pcEdapat tantang pcocriaeaa pasal-p.sd dekla..si
t l:scbu! Saudi mcnilaiaya pcrlu Dodifik ei tenctrn4 6edaogkan Pakist d
mcncrimanya taopa kualifbsi. Rifi.t Ha5s.a -tokoh intcl,ektual P.kistar-
y.ag bcgitu antusias menerima deldarasi tcrscbut mcngatakaa :"Valaupun
deklaraei ini menggun.kan tcnniaologi sekular, namua cecnsi &n
sub6t nsiaya lebih sigaifikaa d:d eekiea b.sy.k fatwa y.rg ditclua.kao
olch pare ulaoa". P.d. 6i6i lain Satdi sangat Ecrirrci buti.-buti, deld.erasi
tcr6ebut den Bembandirgkennye dengao syari'.t Islam. Uh.t llwi Shihab,
Islaar laldueif: Mcaulu Sikzp Tertukt dalaa Bcng.nz, (Bandung :
Mizarq 199), 182

rrscott Davidson, Hak Asasi Meoosie : *irr,h, Tcori dzD Pnktck
d.la@ Pcr*rlet2n fntcmasioaa\.b. A" H.diyana P, (atana : Pusaka
Utatlla G..fitri 1994), 16-20
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bahwa Deklarasi PBB tersebut sangat bercorak
individualistiklz dan kurang mmekankan pentingnya
solidaritas dan kebutuhan orang banyak (naskftafi).
Meskipun agama menjunjung tinggi kebebasan pribadi,
namun pengutamaan hak-hak omag banyak, atau
pengorbanan hak pribadi demi kebutuhan masyarakat, tetap
dinilai lebih utama.

Di samping itu, pihak agama juga menilai bahwa
Deklarasi Universal ini lebih menekankan hak daripada
kewajiban, padahal hubungan antara keduanya sangat erat.
Kebebasan mimbar misalnya adalah hak fundamental setiap
ornng, rurmun kebebasan tersebut harus dibarengi dengan
tanggmg jawab untuk menuturkan hal-hal yang benar dan
etis.

Berbeda dengan sudut pandang agama tmtang
keunggulan hak-hak masyarakat atas hak-hak individu,
konsep IIAM sebagai yang telah disinggung di atas lebih
mengunggulkan kehidupan individualistik yang mengacu
pada pertimbangan rasional belaka.

Berdasarkan hal tersebu! tidak jarang ditemukan
pendapat-pendapat yang berspektrum luas dari kelompok

u Pagd 16 mic.lroy., oeabcri hek kepa& laki-laki d.!r s,.dta untuk
mel,ekukrn pemikahen t opa b.aas.a ras, euku, ke*ergancgaraaa a'-au
.g.m.. Mercka bcrh.k mcopctolch h.k y&rg sama sebagai euami ieteri,
baik kctika ma6ih hidup bcrsarne meupun ketik memuauskan uatuk
bcAieah. Pasd ini merupakea se3u.tu yatrg bersifat koatroversial karcaa
baik agaor (Islem dan Kri6tca), D.upua bebcapa BUku, d.n negan tidak
Eetrgragg.pdy. .cb.g.i sesuanr y.ag diinginkar\ iik rnggota-aiggoa
mcreka kzwia campur dcngra eaggoa kcloopok laia. Islam ielac rnelaraag
muelimah kzwia dengan aotr muslio -apapun agameay.-, begitupuu
Kristcn (K.tolik) tidak aeopertcneokan anggotanya uDtuk kawi! deagan
noo K*olik mcskipua beragua Krfute! (yatrg lein). Ncgara Saudi
Eb.lnya tid.k oeabolctlon *erge w.aitarya u[tuk kawia deagaa laki-
la&i noa Saudi begi.upua b€bc.apa suku di Indone6i.. trbib iauh b.cr M.
Tiolt4 Sebuzh Dizlog Tcaang Islzm dza ltak-Hak Asasi Maauciz,78-79.
B.ndidgkatr deagen At-Jabry, t*imzh al-Zz*zi bi Ghair zl-Muslinzt
Fiqhza wz iiesetz4 eb. .l. Syethori, fiekarra: Bulan Biaaag, 1988),. 22

7
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agama Islam mengenai konsep HAM sebagaimana dibeber

dal,am Deklarasi Universal tersebut. Sebagian menerimanya

dengan rexrue dmgan alasan bahwa konsep FIAM yang
mereka miliki sejalan dmgan ajaran agama -seperti kasus

Riffat Flasan-. Sebagian lagi menilai bahwa prinsip dasar

dek.larasi tersebut bersumber dari budaya Barat sekular yang
tidak mengindahkan nilai-nilai agama sama sekali,

sedangkan kelompok moderat mengambil sikap hati-hati
dalam menerimanya dengan beberapa perubahan dan
modifikasi sebagaimana kasus Saudi Arabia.

Dalam perspektif Islam, syari'at memberikan garis

pemisah yang jelas anbra hak Tuhan dan hak Makhluq.t3 Hak
TutLan adalah kewajiban (farild\ yang dicanangkan kepada

setiap manusia untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban-
kera'ajiban tersebut tidak lain adalah pengakuan terhadap
keesaan, kemahakuasaan dan keunikan-Nya dengan

mengikuti ketentuan-Nya.
Namun demikian, dalam aplikasinya tidak jarang hak-

hak manusia dalam konteks ketentuan Tuhan (baca : Shanfuh)
juga dapat dianggap sebagai hak-hak Tuhan. Sebagai contoh
adalah pelaksanaan akat. Institusi ini merupakan suatu

kewajiban dalam melaksanakan hak-hak Tuharu tapi ia iuga
merupakan hak-hak manusia, yalni hak-hak orang miskin
yang segera dipenuhi. Dengan kata lairu hak-hak manusia
dalam perspektif Islam adalah ketentuan moral yang diatur
oleh hukum Tuhan (shanbfi.

Selanjutnya dalam perspektif Islam, hak-hak manusia,
bahkan wujud manusia sekalipun adalah anugerah Tuhan

o Meskiput demikian, tidak demua pefiikir modem menc.im.
klasilikagi ini scpcrt mi6alDy, Joscph Schacht dalam ertikel^y^ Isrami las,
zrrd <:bntemponty St2ae6. Shih.b, /sr.a - hll. 1?8, baadiagkea dcngan An.
Na'im, Dckoastuksi Syari'zh : Vrcenz Kcb€b.sel Sipil I M, dza
Itubungm fnod.siood d.Iarf, ltlem, eb. .l. Suecdy, (Yogy.k.rr2 : tXiS,
t$7),11
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dan kepada-Nya kelak akan kembali. Mengacu pada hal ini,
maka hak-hak azasi manusia, dalam Islam trersifal teoecntris,
yakni bertuiuan untuk dan bersumber dari Tuhan-
Sebaliknya hak-hak azasi manusia menurut Deklarasi
Universal, Iebih bersifat antropo*ntris, yakni terfokus hanya
pada manusia itu sendiri.

I{AM dalam perspektif kedua menempatkan manusia
dalam suatu vtting di mana hubungannya dengan Tuhan
sama sekali ti&k disebut. Flak-hak azasi manusia, dinilai
sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Perbedaan persepsi
tentang manusia, hak-hak, berikut nasibnya merupakan salah
satu sebab utama yang memicu konllik antara dunia Barat
sekular dan Islam.

Ajaran t€ntang adanya HAM sebagai dipaparkan pada
awal hrlisan ini merupakan contoh nyata dari rasionalitas

*mu Qtseudo rationality). Ajaran ini muncul karena adanya
pandangan dan .eikap manusia yang hendak mengabaikan
fungsi dan kedudukannya. Aiaran secara ekstrem akan
menjadikan manusia sebagai subjek yang dapat menentukan
segalanya. Keterjerumusan manusia ke dalam pola pikir dan
sikap yang demikian inilah yang kemudian justru
menimbulkan berbagai distorsi dalam tata hubungan
manusia antar manusia dalam kehidupannya, bahkan tidak
jarang melahirkan konllik-konIlik kepentingan tahkan fisik
yang tidak pemah berakhir.ra

Kelompok agama (baca : Islam) -yang sanggup
mensubordinasilan rasionalitas semu kepada pola pikir yang
rasional dirnana akalnya menerima dan memahami prinsip
prinsip, bahwa Tuhan telah menciptakan mereka menurut
kehendak-Nya- tentu sanggup dan memahami kedudukan

n Hartooo M*ionq Mcrrcgzld<zn S).zri'lt Islea, dalam Kontelcs
Kcitdoncsiaz4 @'n ttrrg : Mizzrr 197), 42

I
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dan fungsi dirinya. Dalam konteks makro seperti ini, ia
mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan baik

ya:rg bersifat transeitefit ketuhanan, atauPun yang bersifat

social cohmsion. D antara konsep dasar tatanan hiduP umat

manusia yang diletakkan oleh aiaran Islam. Manusia diberi

kebebasan oleh Tuhan untuk menggunakan akal dan

budinya, namun harus dicatat bahwa kebebasan tersebut

harus tersubordinasikan dan dalam bhgkai apa-apa yang
dikehendaki-Nya.

Tidak ada satu ayatpun dalam teks alQur'an maupun
al-lpdith yang mengajarkan bahwa manusia memiliki hak
dalam makna yang selama ini diartikan oleh Barat sekular.
Setiap kali te4adi antara dua pihak, setiap pihak pasti
dibebani dengan kewajiban.ls Islam tidak berangkat dari hak
yang harus diperjuangkan oleh masing-masing pihak sebagai

yang difahami oleh Barat sekular.
Dari paparan singkat diatas, dapat difahami bahwa

Islam menempatkan hak-hak azasi manusia sebagai

konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.
Berbeda dengan Islam, HAM menurut pandangan Barat

sekular adalah eksprei kebebasan manusia yang terlepas

dari ketentuan Tuhan, agama, moral atau kewajiban
metafisika. Dalam Islam, eksprei kebebasan manusia harus
ditempatkan dalam kerangka keadilaru kasih sayang dan
persamaan kedudukan di mata Tuhan. AlQur'an misalnya,

6 Lihat mi6.lnya QS. & : 36 - 42 yaag meretapka! kcwaiiban
maauaia kepe& Tuhan dan terladap Eesao., iuga QS. 04 : 105 yaag
oenegpkan kew.iiban kepada pctrgu16r uatuk mcaiaga kebenaren dan
kc.dilan 6e.t meogadili sccera adil
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sangat menaruh perhatian Pada Pemenuhan hak keadilan

dan tanggung jawab pelaksanaannya.le

Dalam konteks'keadilan' AlQur'an menggunakan

dua istlah yalrrrl al- Adl dan alais!. Yang disebut Pertama
menunjuk kepada perilaku atau sikap yang berimbang antara

dua sisi yang ektrem, sedangkan yang disebut terakhir

berarti sikap fidak memihak dalam menggunakan

kekuasaan. Persamaan kedudukan dalam perspektif Islam

harus dilahami bahwa tidak ada seorangpun mendapatkan
keunggulan dan superioritas berdasarkan harta, identitas
etnik atau status sosial.17 Keunggulan hanya ditentukan oleh
nilai hidup yang tercermin dalam amal perbuatannya.ls

Suatu jaminan bagi kebebasan manusia tercermin pula
dalam ketetapan Tuhan, bahwa tidak ada seorangpun yang
dapat membatasi kebebasan manusta kecuali Tuhan.le
Bahkan lebih jauh, Tuhan memertntah Muhammad saw
untuk selalu berkonsultasi dengan tidak memaksankan
kehendak kepada para pengikutrya.m

Keberpihakan Islam terhadap hak-hak '?a^i manusia
lewat teks-teks normatif4ogmatik, meskipun dalam beberapa
aspek bertentangan dmgan Deklarasi Universal, namun
setidaknya dapat dijadikan acuan bahwa Islam sejak awal
telah begitu consem d.an sangat memperhatikan aspek ini
sampai hukum publik yang dibawapun harus sejalan dengan
acuan tersebut.

HUKUM PIDANAISLAM DAN PELANGGARAN HAM

r6lih.t Bisaloy. QS. 05:08, t .1i * i n\-t f-U ! ,Jengadah

kebeacianmu t€rhadap 6uatu kclompok merdorong kemu untuk bedaku
tidak adil'

DShitz.b,Ielzm,lT9
seS.49:13
DQS. {2: 2l
DQS. 03 : 159, iuga 42 r 38
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Hukum pidana dalam Islam ditinjau dari bera!
ringannya hukuman, dapat diklasifikasikan menjadi tiga
kelompok yakni hukum pidana al-hudur!, at-jiruyah, dan al-
tn {irn . aLtf,tdi'dz2 adalah hukuman yang telah ditentukan
macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan
demikiary maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas
terendah atau batas tertinggl. Pengertian hak Tuhan adalah
bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh
perorangan, atau oleh masyarakat yang -mungkin- akan
diwakili oleh negara.

Al-linayaht: pada dasamya mirip dengan al*uitud,
hanya ia menjadi hak peror:rngan. Dengan kata lain bahwa
apabila sikorban telah memaalkao maka hukumannya dapat
diperingan dengan membayar al4iyah. Sedangkan al-ta 2i?

adalah hukuman yang macam dan jumlahnya diserahkan
kepada kebijakan hakim.

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian
dari hukum Islamzr itu sendiri. Hukum pidana Islam, kadang
di{ahami sebagai suatu hukum yang keras, kejam, dan tidak
berperikemanusiaan. Dari sini timbul kemudian suatu

ketakutan yang berlebihan bila berbicara tentang penerapan

hukum pidana Islam di suatu komunitas tertentu, karena

2r,{. Hanali, Asas-zsas ltukum Pid.n. Ielzm, (ekarta : Bulan
Bioang, 1976), . 15-17

zPerbuatar yang men&pat hukumm ludad meskipun sampai
sek:rang masih meniadi polemilq edr tuiuh yaitu zrira, qzdzf, ezkr, bzgby,
eariqah, hiabah dan inidad.

aYang mendepat h'ukwmtn iinayah .d.lrh qtdl drrr iir.hah.
Seb rgian ulame menyebut hukunan ini deng.n hukarol^a qishzsha:yet

a Istileh (hukum l8lam" mcrup.ka[ istihh kh.s Indoocsia, sebagai
tefi<:mrb,r,I d6i tlfiqh tl-Islamy ^t^t *eyzri'ah -Islmiyyeh". Ietilah ini
dalam wacana ahli hukum Barat digu'n k^n islzmri: &rrr Dalam al-Qur'an
tidak dikena! btilah al-lrukm zl-Islaay. Yatg diguaakan dalam terma al-

Qur'an .daleh kata ,.arr''ah yang ddzrrr pcnitba.anrry. kcmudian lahir apa
yang di'iamakzr zl-fiqh zl-Islamy, l*bih lznjut baca Ah,mad Rofiq, Ilu*urn
Islam di lzdoncsiz, Qakarta : Raia Gralindo Pcrseda, 1995), 3
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bagaimanapun bentuknya penerapan hukum pidana Islam -
mmurut persepsi mereka- sangat paradoks dengan FIAM.
Pertanyaan yang timbul kemudian adalah : Berurkah
demikian ?

Di atas telah disinggung bahwa HAM dalam Islam
tidak bersifat absolut. Yang mempunyai keabsolutan dan
ketidak-terbatasan adalah Tuhan. Selain itu, disamping hak,
manusia iuga mempunyai kewajiban yang dipikul, yaitu
patuh kepada perintah dan larangan Tuhan. l-arangan-Nya
adalah manusia tidak berbuat onar, dan perintah-Nya adalah
manusia berbuat baik. Mengutamakan kepentingan diri
sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain apalagi
kepentingan umum atau orang banyak merupakan hal yang
dilarang.

Dengan demikian {alam ajaran Islam- FIAM,
mempunyai batasan-batasan. FIak mengeluarkan pendapat
tidak boleh melanggar kepentingan umum. Hak
mengumpulkan harta iuga tidak boleh merugikan
masyarakat. Begitu pula disamping hak, terdapat kewajiban.
D samping hak azasi untuk hidup, terdapat kewajiban
memelihara dan tidak merampas nyawa or,rng lain. Kalau
seseorang merampas nyan/a or.rng lain, maka hak azasi

hidupnya menjadi terganggu oleh perbuatannya melanggar
hak azasi hidup oang lain. Hak mengumpulkan harta,
diimbangi dengan kewajiban mengumpulkannya secara halal
serta sah. Pengumpulan harta dengan cara yang tidak sah
dan halal akan mengganggu hak tersebut karena melanggar
hak orang lain.

Dalam konteks hukum pidana Islam dan teori-teorinya,
dalam kerangka aplikasi hukum Islam, diperlukan

secara tekstual literer. Misalnya kata faqla i diartikan
"memotong" bukan dalam arti harfiahnya, melainkan makna
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"memotong" yang berarti memutuskan berbagai daya dan
kemampuan si pelaku pidana agar tidak memungkinkarurya
melakukan pencurian ulang.

Perlu juga difahami bahwa ketika Islam menentukan

hukuman yang berat terhadap pelanggaran-pelanggaran

tertentu disertai dengan bentuk dan proses yang ketat
sekalis. Kasus perzinahan misalnya, sanksi hukum yang
terberat adalah perajaman pelakunya hingga mati. Namun
persyaratan kesaksian sebagai bukti perzinahan tersebut

amat ketat, yakni harus ada empat orang saksi laki-laki yang

terFmin kes€hatan dan kejujurannya dengan mengaiukan

kesaksiannya bahwa mereka melihat hubungan tersebut

seperti masuknya ember dalam sumur. Betapa amoralnya

seseorang yang melakukan perzinaan dengan disaksikan
oleh empat pasang mata. Oleh karena itu amat layak diganjar
dengan hukuman mati. Andaikan saksi-saksi tidak memadai,

tidak pidana (jan-nuh) yang semula menjadi katagori janmah

al-huihttl dapat turun derajat mmjadi 7a rinth at-la 2rr. Sanlsi
hukum ini minimal nasehat dan maksimal dalam bentuk
hukuman mati. Inilah letak keadilan hukum Islam yang

seringkali disalahfahami dan dianggap sebagai hukum yang

melanggar [IAM, sehingga mmimbulkan sikap apriori
kepada hukum Islam, suatu kebencian yang berlebihan dan

tidak beralasan.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koruep
FIAIr{ yang dipropagandakan Barat sekular pada dasamya

telah ada dalam konsep Islam sejak ratusan abad yang lalu.
Hanya saja dasar pijak dan acuan antara keduanya yang

berbeda. Iika FIAM dalam koruep Islam bersifat teosentris,

tAMurrahman Vahi4 ct al, I{ukum Islam di fadonesia
Pemikiaz dzn Pnktel<, Baoduag: Rcmaie Rocdakaryr, 194), xxi
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maka konsep HAM menurut Barat bersifat antroposentris.

Dari dasar piiak yang berbeda inilah kemudian muncul
persoalan "semu" bahwa hukum Islam Jebih tepatnya
hukum pidana Islam- bertentangan dengan HAM versi Barat.

Satu hal yang harus difaharni adalah bahwa ketika hukum
Islam "dikatakan" sebagai hulum yang kejam, haruslah
dilihat secara konperhensip mulai dari situasi dan kondisi,
sampai pada proses peradilan yang dimungkinkan di sana
terjadi berbagai /r timital sesuai dengan iitihad hakim.
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